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3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang 2. Undang ...
Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3821); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara ... Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/IX/88



Tentang Bahan Ta 1th, 2024

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 …
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2018. 1 Implementasi Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang ... Wilayah Kota
Tanjungpinang Tahun 2014–2034, Telah Diatu 4th, 2024

Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang ...
Kekerasan Seksual Yang Berbagai Macam Bentuknya Tersebut, Maka Sangat
Penting Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Untuk Mendapatkan Hak Berupa
Perlindungan. Semua Pihak Harus Ikut Serta Dalam Melakukan Perlindungan Hak
Anak Korban Kekerasan Seksual. Seperti Terdapat Dalam Pasal 9 Ayat (1)
Menjelaskan Hak Anak 3th, 2024

Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang : Kitab Undang ...
Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang : Kitab Undang Undang Hukum Acara
Pidana Oleh : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 8 TAHUN 1981 (8/1981) 3th,
2024



JURNAL IMPLEMENTASI PASAL 5 AYAT (1) UNDANG UNDANG NOMOR ...
JURNAL IMPLEMENTASI PASAL 5 AYAT (1) UNDANG – UNDANG NOMOR 13 TAHUN
2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TERHADAP HAK KORBAN
PERKOSAAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA (Studi Di Kepolisian Resort
Bangkalan, Kejaksaan Negeri Bangkalan Dan Pengadilan Negeri Bangkalan) ARTIKEL
ILMIAH Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat 1th, 2024

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1992 ...
12.Perusahaan Konsultan Akturia Adalah Perusahaan Yang Memberikan Jasa Akturia
Kepada Perusahaan Asuransi Dan Dana Pensiun Dalam Rangka Pembentukan Dan
Pengelolaan Suatu Program Asuransi Dan Atau Program Pensiun. 13.Afiliasi Adalah
Hubungan Antara Seseorang Atau Badan Hukum Dengan Satu Orang Atau Lebih,
Atau Badan Hukum Lain, Sedemikian 2th, 2024

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 ...
12. Pelayanan … PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ... BAB II LANDASAN, ASAS, DAN
TUJUAN Pasal 2 Pembangunan Ketenagakerjaan Berlandaskan Pancasila Dan



Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 3
Pembangunan Ketenagakerjaan Diselenggarakan Atas Asas Keterpaduan Dengan
Melalui Koordinasi Fungsional Lintas Sektoral Pusat Dan Daerah. Pasal 4
Pembangunan Ketenagakerjaan Bertujuan ... 1th, 2024

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2009 ...
Berbadan Hukum Maupun Yang Tidak Berbadan Hukum. 33. Instrumen Ekonomi
Lingkungan Hidup Adalah Seperangkat Kebijakan Ekonomi Untuk Mendorong
Pemerintah, Pemerintah Daerah, Atau Setiap Orang Ke Arah Pelestarian Fungsi
Lingkungan Hidup. 34. Ancaman Serius Adalah Ancaman Yang Berdampak Luas
Terhadap 3th, 2024

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 38 TAHUN 2014 ...
Keperawatan Adalah Kegiatan Pemberian Asuhan Kepada Individu, Keluarga,
Kelompok, Atau Masyarakat, Baik Dalam Keadaan Sakit Maupun Sehat. 2. Perawat
Adalah Seseorang Yang Telah Lulus Pendidikan Tinggi Keperawatan, Baik Di Dalam
Maupun Di Luar 2th, 2024



SINKRONISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG ...
Mahkamah Konstitusi Untuk Pengujian Peraturan Perundang-undangan Dibawah
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kata Kunci:
Konstitusi Hijau, Disharmonisasi, Pemerintah, Lingkungan Hidup, Mahkamah
Konstitusi. 4th, 2024

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013. Memperhatikan : Keputusan Rapat
Pleno Komisi Pemilihan Umum Tanggal 26 Februari 2013; MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENYUSUNAN
DAFTAR PEMILIH UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH. BAB I
KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Ini, Yang ... 3th, 2024

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2004 ...
1. Pasal 1 Ayat (3), Pasal 5 Ayat (1), Pasal 20, Pasal 24, Dan Pasal 33 Ayat (4)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Reglemen
Indonesia Yang Diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglemen, Staatsblad



1926:559 Juncto Staatsblad 1941:44); 3. Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah
Luar Jawa Dan Madura (Rechtsreglement Buifengewesten, Staatsblad 1927:227); 4.
Undang-Undang ... 4th, 2024

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30 TAHUN 2002 ...
Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku. Pasal 2 Dengan Undang-Undang Ini
Dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Yang Untuk Selanjutnya
Disebut Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasal 3 Komisi Pemberantasan Korupsi
Adalah Lembaga Negara Yang Dalam Melaksanakan Tugas Dan Wewenangnya
Bersifat Independen Dan Bebas Dari Pengaruh Kekuasaan Manapun. Pasal 4 Komisi
Pemberantasan Korupsi ... 4th, 2024

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999
UNDANG-UNDANG NOMOR .5 TAHUN 1999 3 1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA 5 NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI
DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Bab I Ketentuan Umum 6 Bab II Asas Dan
Tujuan 8 Bab III Perjanjian Yang Dilarang 9 Bab IV Kegiatan Yang Dilarang 13 Bab V
Posisi Dominan 15 Bab VI Komisi Pengawas Persaingan Usaha 17 Bab VII T Ata Cara



Penanganan Perkara 21 Bab VIII ... 3th, 2024

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ...
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI
MANUSIA UNTUK PEMAJUAN DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA Oleh: Yeni
Handayani* Naskah Diterima : 30 Oktober 2014; Disetujui : 13 November 2014
Pemajuan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Merupakan Bagian Dari
Tanggung Jawab Negara Sebagai Pemangku Kewajiban Dalam 4th, 2024

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 ...
Kesadaran Hukum Masyarakat Serta Ketaatan Warga Masyarakat Terhadap Hukum
Dan Peraturan Perundang-undangan; D. Turut Serta Dalam Pembinaan Hukum
Nasional; E. Memelihara Ketertiban Dan Menjamin Keamanan Umum; F. Melakukan
Koordinasi, Pengawasan, Dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus,
Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-bentuk 2th, 2024

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2011 ...
Penyelenggaraan Intelijen Negara Sebagai Lini Pertama Dari Sistem Keamanan



Nasional Perlu Diatur Secara ... Intelijen Negara Adalah Penyelenggara Intelijen
Yang Merupakan Bagian Integral Dari Sistem Keamanan ... Kode Etik Intelijen
Negara Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) Ditetapkan Oleh Badan Intelijen
Negara. 2th, 2024

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 1999 ...
Suplemen Makanan, Alat Kesehatan, Dan Jasa Pelayanan Kesehatan Dengan Cara
Menjanjikan Pemberian Hadiah Berupa Barang Dan/atau Jasa Lain. Pasal 14 Pelaku
Usaha Dalam Menawarkan Barang Dan/atau Jasa Yang Ditujukan Untuk
Diperdagangkan Dengan Memberikan Hadiah Melalui Cara Undian, Dilarang Untuk:
A. 2th, 2024

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 ...
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA, ORANG TUA, MASYARAKAT, DAN
PEMERINTAH Bagian Kesatu Hak Dan Kewajiban Warga Negara Pasal 5 (1) Setiap
Warga Negara Mempunyai Hak Yang Sama Untuk Memperoleh Pendidikan Yang
Bermutu. (2) Warga Negara Yang Memiliki Kelainan Fisik, Emosional, Mental,
Intelektual, Dan/atau Sosial Berhak Memperoleh Pendidikan Khusus ... 2th, 2024



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2006 ...
Bahwa Warga Negara Merupakan Salah Satu Unsur Hakiki Dan Unsur Pokok Dari
Suatu Negara Yang Memiliki Hak Dan Kewajiban Yang Perlu Dilindungi Dan Dijamin
Pelaksanaannya; C. Bahwa Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang
Kewarganegaraan Republik 4th, 2024

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2007 ...
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025 Yang
Selanjutnya Disebut Sebagai RPJP Daerah Adalah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah Untuk Periode 20 (dua Puluh) Tahun Terhitung Sejak Tahun
2005 Sampai Dengan Tahun 2025. 3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional, Yang Selanjutnya Disebut RPJM 4th, 2024

POKOK - POKOK PERUBAHAN UNDANG – UNDANG NOMOR 28 TAHUN ...
Pokok - Pokok Perubahan 05/11/2020 3 1. 2. 3. Mengubah Dan Menghapus Jenis
Retribusi Perizinan Tertentu Pasal 141 Dan Pasal 144 Menambahkan Pembahasan
Mengenai Kebijakan Fiskal Nasional Yang Berkaitan 4th, 2024



UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2006 ...
28. Pemerintah Pusat, Selanjutnya Disebut Pemerintah, Adalah Presiden Republik
Indonesia Yang Memegang Kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia
Sebagaimana Dimaksud Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. 29. Pemerintah Daerah Adalah Gubernur, Bupati, Atau Walikota, Dan
Perangkat Daerah 3th, 2024

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2011 ...
22. Pemerintah Pusat Yang Selanjutnya Disebut Pemerintah Adalah Presiden
Republik Indonesia Yang Memegang Kekuasaan Pemerintahan Negara Republik
Indonesia Sebagaimana Dimaksud Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945. 23. Pemerintah Daerah Adalah Gubernur, Bupati Atau
Walikota, Dan Perangkat Daerah 3th, 2024
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